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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pemberlakuan asas-
asas hukum dalam perjanjian ekstradisi antara 
Republik Indonesia dan Papua Nugini dan 
bagaimana tindak pidana yang dapat 
diekstradisikan berdasarkan perjanjian 
ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua 
Nugini. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. 
Pemberlakuan asas-asas hukum dalam 
perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia 
dan Papua Nugini diantaranya ekstradisi 
dilaksanakan terhadap setiap orang yang 
ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan 
dicari oleh PihakPeminta untuk penuntutan, 
persidangan,atau pelaksanaan hukuman 
untuktindakpidana yang dapat diekstradisikan, 
meskipun tindak pidana tersebut dilakukan 
sebelum atau setelah berlakunya perjanjian ini. 
2. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan 
berdasarkan perjanjian ekstradisi Antara 
Republik Indonesia dan Papua Nugini 
diantaranya Tindak pidana yang diekstradisikan 
adalah tindakan yang dihukum oleh ketentuan 
hukum kedua Pihak dengan penjara atau 
pembatasan kebebasan untuk masa hukuman 
paling sedikit 1 (satu) tahun, atau dengan 
hukuman yang lebih berat.  
Kata kunci: Implementasi, Perjanjian Ekstradisi, 
Antara Republik   Indonesia Dan Papua  Nugini. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara 
Republik Indonesia Dan Papua Nugini 
(Extradition Treaty Between The Republic Of 

 
1 Artikel Skripsi 
2 Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM.  
17071101639 
3 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 
4 Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum 

Indonesia And The Independent State Of Papua 
New Guinea), Dalam rangka mencapai tujuan 
Negara Republik Indonesia sebagaimana 
tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bagian 
dari masyarakat internasional, melakukan 
hubungan dan kerja sama internasional yang 
diwujudkan dalam perjanjian internasional. 

 Dalam melaksanakan politik luar negeri 
yang diabdikan kepada kepentingan nasional, 
Pemerintah Republik Indonesia melakukan 
berbagai upaya termasuk membuat perjanjian 
internasional dengan negara lain, organisasi 
internasional, dan subjek-subjek hukum 
internasional lain. Perkembangan dunia yang 
ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan 
intensitas hubungan dan interdependensi 
antarnegara. Sejalan dengan peningkatan 
hubungan tersebut, maka makin meningkat 
pula kerja sama internasional yang dituangkan 
dalam beragam bentuk perjanjian 
internasional.5 

Ditinjau dari segi jumlah negara-negara yang 
menjadi pihak atau peserta pada suatu 
perjanjian internasional, sudah lazim dibedakan 
antara: 
1. Perjanjian internasional bilateral, yaitu suatu 

perjanjian internasional yang pihak-pihak 
atau negara peserta yang terikat dalam 
perjanjian tersebut adalah hanya dua pihak 
atau dua negara saja; 

2. Perjanjian internasional multilateral, yaitu 
suatu perjanjian internasional yang pihak-
pihak atau negara-negara yang menjdai 
peserta pada perjanjian itu lebih dari dua 
negara.6 
 Kerjasama internasional adalah 

kerjasama yang melibatkan negara- negara di 
seluruh dunia atau sebagian besar dari negara 
di dunia. Kerjasama Internasional ini siaftnya 
umum, tidak terikat pada jumlah anggota, asal 
negara, rasa senasib sepenanggungan, atau 
syarat-syarat lainnya. Artinya, kerjasama 
internasional ini anggotanya tidak harus berasal 
dari wilayah tertentu, bahkan ketika negara 
semakin banyak yang bergabung, hal itu akan 

 
5 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. 
6I. Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional (Bagian 1) 
Mandar Maju. Bandung, 2002, hlm. 40. 
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semakin baik, sehingga dapat kita ketahui 
bahwa kerjasama internasional merupakan 
kerjasama yang dilakukan oleh banyak negara 
dan tidak ada persyaratan khusus mengenai 
asal negara anggota tersebut.7 

Pemberlakuan asas-asas hukum dalam 
perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia 
dan Papua Nugini dimaksudkan, karena norma 
hukum tidak lain adalah perwujudan dari asas 

hukumnya dan norma hukum yang tidak boleh 
bertentangan dengan asas hukum. Perjanjian 
ekstradisi diperlukan untuk mencegah dan 
memberantas kejahatan sehingga diperlukan 
kerja sama antarnegara yang efektif melalui 
perjanjian ekstradisi yang merupakan bentuk 
perjanjian baik bilateral. Melalui perjanjian 
ekstradisi maka negara-negara dapat 
melaksanakan kewajiban ekstradisi terhadap 
tindak pidana berdasarkan perjanjian ekstradisi.  
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pemberlakuan asas-asas 
hukum dalam perjanjian ekstradisi antara 
Republik Indonesia dan Papua Nugini? 

2. Bagaimanakah tindak pidana yang dapat 
diekstradisikan berdasarkan perjanjian 
ekstradisi antara Republik Indonesia dan 
Papua Nugini?  

 

C. Metode Penelitian 
Metode penelitian hukum normatif 

merupakan metode yang digunakan untuk 
membuat penulisan ini dengan menggunakan 
data sekunder sebagai sumber utama yang 
diperoleh dari hasil studi kepustakaan dalam 
bentuk bahan-bahan hukum primer, bahan-
bahan hukum sekunder dan bahan-bahan 
hukum tersier. 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder 
belaka, dapat dinamakan penelitian hukum 
normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di 
samping adanya penelitian hukum sosiologis 
atau empiris yang terutama meneliti data 
primer).8  

 
7 https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.Kerjasama 
Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan 
Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42. 
8Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Raja Grafindo 
Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.  

Penelitian hukum normatif, data sekunder 
sebagai sumber/bahan informasi dapat 
merupakan bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder.9 
  
PEMBAHASAN 

A. Pemberlakuan Asas-Asas Hukum Dalam 
Perjanjian Ekstradisi Antara Republik 
Indonesia Dan Papua Nugini  
Perjanjian Ekstradisi antara Republik 

Indonesia dan Papua Nugini memuat asas  
antara lain: 
a. Ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap 

orang yang ditemukan berada di wilayah 
Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta 
untuk penuntutan, persidangan, atau 
pelaksanaan hukuman untuk tindak pidana 
yang dapat diekstradisikan, meskipun tindak 
pidana tersebut dilakukan sebelum atau 
setelah berlakunya Perjanjian ini;  

b. tindak pidana yang dapat diekstradisikan 
adalah tindakan yang dihukum oleh 
ketentuan hukum kedua Pihak dengan 
penjara atau pembatasan kebebasan untuk 
masa hukuman paling  singkat 1 (satu)  
tahun atau dengan hukuman yang lebih 
berat. 

c. terkait dengan yurisdiksi yang mendasari 
tindak pidana, suatu tindak pidana dapat 
diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini, 
tanpa mempertimbangkan perbuatan yang 
dituduhkan kepada orang  yang diminta 
telah dilakukan secara keseluruhan atau 
sebagian di wilayah Pihak Diminta, apabila 
berdasarkan hukum Pihak Diminta,  
perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya, 
atau akibat yang  dikehendaki, secara 
keseluruhan dianggap sebagai tindak pidana  
yang terjadi di wilayah Pihak Peminta; 

d. seseorang tidak akan diekstradisikan jika 
kejahatan yang dimintakan Ekstradisinya 
merupakan kejahatan politik atau yang 
karena keadaan tertentu kejahatan yang 
diduga telah dilakukan atau dilakukan itu, 
merupakan kejahatan yang bernuansa 
politik; 

e. Ekstradisi tidak dikabulkan apabila tindak 
pidana yang dimintakan Ekstradisi adalah 
tindak pidana militer, yang bukan 

 
 9 Suratman, dan H. Philips Dillah, Metode 
Penelitian Hukum. Alfabetah, Bandung. 2015.   hlm. 107. 
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merupakan tindak pidana dalam hukum 
pidana umum; 

f. Para Pihak memiliki hak untuk menolak 
Ekstradisi terhadap warga negaranya; 

g. Ekstradisi atas seseorang tidak akan 
diberikan jika orang itu telah diadili dan 
diputus bebas atau dibebaskan dari segala 
tuntutan oleh peradilan atau pengadilan 
yang berwenang, atau telah menjalani 
hukuman di Pihak Diminta atau di negara 
ketiga terkait  dengan kejahatan yang dapat 
dimintakan Ekstradisinya; 

h. seseorang yang diekstradisikan berdasarkan 
Perjanjian ini tidak boleh untuk menjalani 
pemeriksaan, dihukum, ditahan, 
diekstradisikan kenegara ketiga, atau 
dikenakan pembatasan kebebasan lainnya 
yang dilakukan sebelum penyerahan kecuali 
untuk: 
1. tindak pidana yang telah diberikan 

Ekstradisinya; 
2. tindak pidana lainnya, dengan terlebih 

dahulu meminta persetujuan Pihak 
Diminta. 

i. Ekstradisi wajib tidak diberikan jika orang 
yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan 
hukum di negara peminta, tidak dapat 
dituntut karena daluwarsa atau adanya 
pengampunan; dan 

j.  Ekstradisi dapat ditolak jika pihak diminta 
memiliki yurisdiksi atas tindak pidana yang 
dimintakan Ekstradisi sesuai dengan hukum 
nasionalnya.10 

 

B. Tindak Pidana Yang Dapat Diekstradisikan 
Berdasarkan Perjanjian Ekstradisi Antara 
Republik Indonesia Dan Papua Nugini 
Apabila dihubungkan azas double criminality 

yang menganut sistem daftar (enumerative 
system) ini dengan perundang-perundang 
nasional Republik Indonesia yang menyangkut 
ekstradisi yakni Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 1979 yang pada Pasal 4 menentukan 
sebagai berikut:11 
1. Ekstradisi dilakukan terhadap kejahatan yang 

tersebut didalam daftar kejahatan terlampir 

 
10 Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Perjanjian 
Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini 
(Extradition Treaty Between The Republic Of Indonesia 
And The Independent State Of Papua New Guinea). 
11 M. Budiarto, Op.Cit. hlm. 32. 

sebagai suatu naskah yang tidak terpisahkan 
dari undang-undang ini. 

2. Ekstradisi dapat juga dilakukan atas 
kebijaksanaan dari negara yang diminta 
terhadap kejahatan lain yang tidak 
disebutkan dalam daftar kejahatan. 

3. Dengan peraturan pemeritah, pada daftar 
yang dimaksud dalam ayat (1) dapat 
ditambakan jenis perbuatan lain yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai 
kejahatan. 
Setiap negara yang perdaulat mempunyai 

hak untuk meminta ekstradisi atas seseorang 
yang dianggap telah melakukan kejahatan di 
dalam negara wilayahnya dan sebaliknya negara 
tersebut juga mempuyai kewajiban untuk 
meyerahkan seseorang yang dimintakan 
ekstradisi oleh negara lain atau negara peminta 
sepanjang semua itu memenuhi asas-asas dan 
persyaratan yang berlaku. Ekstradisi merupakan 
perjanjian antara dua negara atau lebih yang 
bersifat bilateral atau terkadang multilateral 
dan hanya berlaku bagi pihak yang meratifikasi 
perjanjian ekstradisi tersebut. Dengan demikian 
konsekuensi dari adanya perjanjian ekstradisi 
itu harus terlebih dahulu terdapat hubugan 
diplomatik antara kedua negara. Indonesia 
sendiri telah beberapa kali mengadakan 
perjanjian ekstradisi dan telah meratifikasi 
perjanjian ekstradisi tersebut seperti dengan 
Malaysia pada tahun 1974, dengan Philipina 
pada tahun 1976, dengan Hongkong pada tahun 
2001, dan baru-baru ini Indonesia juga 
menandatangani perjanjian ekstradisi dengan 
Singapura pada tanggal 27 April 2007. 

Prinsip untuk tidak menyerahkan pelaku 
kejahatan politik dikenal asas “Non Extradition of 
Politic Criminal”. Dalam hal demikian negara-
negara di minta untuk menolak permintaan 
negara peminta untuk menyerahkan orang yang 
diminta apabila kejahatan yang dilakukan oleh 
orang yang diminta itu dan yang menjadi dasar 
untuk meminta penyerahan itu oleh negara 
peminta adalah kejahatan politik.12  

Penolakan negara terhadap Ekstradisi dapat 
dilakukan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi 
sebagai berikut: 
Pasal 5 ayat: 

(1) Ekstradisi tidak dilakukan terhadap 

 
12 Eddy Damian, Op.Cit, hlm.171. 
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kejahatan politik. 

(2) Kejahatan yang pada hakekatnya lebih 
merupakan kejahatan biasa daripada 
kejahatan politik, tidak dianggap sebagai 
kejahatan politik. 

(3) Terhadap beberapa jenis kejahatan politik 
tertentu pelakunya dapat juga 
diekstradisikan sepanjang diperjanjikan 
antara negara Republik Indonesia dengan 
negara yang bersangkutan. 

(4) Pembunuhan atau percobaan pembunuhan 
terhadap kepala negara atau anggota-
keluarganya tidak dianggap sebagai 
kejahatan politik. 

Pasal 6. Ekstradisi terhadap kejahatan 
menurut hukum pidana militer yang bukan 
kejahatan menurut hukum pidana umum, tidak 
dilakukan kecuali apabila dalam suatu 
perjanjian ditentukan lain.  

Pasal 7. 

(1) Permintaan ekstradisi terhadap warga 
negara Republik Indonesia ditolak. 

(2) Penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) 
tersebut di atas dapat dilakukan apabila 
orang yang bersangkutan karena keadaan 
lebih baik diadili di tempat dilakukannya 
kejahatan. 

Pasal 8. Permintaan ekstradisi dapat ditolak 
jika kejahatan yang dituduhkan dilakukan 
seluruhnya atau sebagiannya dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia. Pasal 9: Permintaan 
ekstradisi dapat ditolak jika orang yang diminta 
sedang diproses di Negara Republik Indonesia 
untuk kejahatan yang sama. Pasal 10: 
Permintaan ekstradisi ditolak, jika putusan yang 
dijatuhkan oleh Pengadilan Republik Indonesia 
yang berwenang mengenai kejahatan yang 
dimintakan ekstradisinya telah mempunyai 
kekuatan hukum yang pasti. Pasal 11: 
Permintaan ekstradisi ditolak, apabila orang 
yang dimintakan ekstradisinya telah diadili dan 
dibebaskan atau telah selesai menjalani 
pidananya di negara lain mengenai kejahatan 
yang dimintakan ekstradisinya. 

Pasal 12. Permintaan ekstradisi ditolak, jika 
menurut hukum Negara Republik Indonesia hak 
untuk menuntut atau hak untuk melaksanakan 
putusan pidana telah kedaluwarsa.  

Pasal 13. Permintaan ekstradisi ditolak, jika 
kejahatan yang dimintakan ekstradisi, diancam 
dengan pidana mati menurut hukum negara 
peminta sedangkan menurut hukum Negara 

Republik Indonesia kejahatan itu tidak diancam 
dengan pidana mati atau pidana mati tidak 
selalu dilaksanakan, kecuali jika negara peminta 
memberikan jaminan yang cukup meyakinkan, 
bahwa pidana mati tidak akan dilaksanakan. 

Pasal 14. Permintaan ekstradisi ditolak, jika 
menurut instansi yang berwenang terdapat 
sangkaan yang cukup kuat, bahwa orang yang 
dimintakan ekstradisinya akan dituntut, 
dipidana, atau dikenakan tindakan lain karena 
alasan yang bertalian dengan agamanya, 
keyakinan politiknya, atau 
kewarganegaraannya, ataupun karena ia 
termasuk suku bangsa atau golongan penduduk 
tertentu. Pasal 15. Permintaan ekstradisi 
ditolak, jika orang yang dimintakan ekstradisi 
akan dituntut, dipidana, atau ditahan karena 
melakukan kejahatan lain daripada kejahatan 
yang karenanya ia dimintakan ekstradisinya, 
kecuali dengan izin Presiden. 

Pasal 16. Permintaan ekstradisi ditolak, jika 
orang yang dimintakan ekstradisinya akan 
diserahkan kepada negara ketiga untuk 
kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan 
sebelum ia dimintakan ekstradisi itu. Pasal 17: 
Permintaan ekstradisi yang telah memenuhi 
syarat ditunda apabila orang yang akan diminta 
sedang diperiksa atau diadili atau sedang 
menjalani pidana untuk kejahatan lain yang 
dilakukan di Indonesia. 

Kejahatan internasional dapat didefinisikan 
sebagai tindakan yang oleh konvensi 
internasional atau hukum kebiasaan 
internasional dinyatakan sebagai kejahatan di 
bawah hukum internasional atau kejahatan 
terhadap masyarakat internasional yang 
penuntutan dan penghukumannya berdasarkan 
prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti 
bahwa setiap negara berhak dan wajib 
melakukan penuntutan dan penghukuman 
terhadap pelaku kejahatan internasional di 
manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar 
tidak ada pelaku kejahatan internasional yang 
lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang 
pelaku kejahatan internasional telah dituntut 
dan dihukum oleh suatu pengadilan atas 
kejahatan tersebut, maka pengadilan atau 
negara lain tidak boleh melakukan penuntutan 
dan penghukuman karena melanggar asas ne 
bis in idem.13  

 
13 Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, Pengantar Hukum Pidana 
Internasional, Erlangga, 2009, hlm. 46. 
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Daftar kejahatan yang pelakunya dapat 
diekstradisikan. Menurut Lampiran Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 
1979 Tentang Ekstradisi daftar kejahatan yang 
pelakunya dapat diekstradisikan, yaitu: 
1. Pembunuhan. 
2. Pembunuhan yang direncanakan. 
3. Penganiayaan yang berakibat luka-luka 

berat atau matinya orang, penganiayaan 
yang direncanakan dan penganiayaan berat. 

4. Perkosaan, perbuatan cabul dengan 
kekerasan. 

5. Persetubuhan dengan seorang wanita di 
luar perkawinan atau perbuatan-perbuatan 
cabul dengan seseorang padahal diketahui, 
bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya 
atauorang itu belum berumur 15 tahun atau 
belum mampu dikawin. 

6. Perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang 
yang cukup umur dengan orang lain sama 
kelamin yang belum cukup umur. 

7. Memberikan atau mempergunakan obat-
obat dan atau alat-alat dengan maksud 
menyebabkan guguratau mati kandungan 
seorang wanita. 

8. Melarikan wanita dengan kekerasan, 
ancaman kekerasan atau tipu muslihat, 
dengan sengaja melarikan seseorang yang 
belum cukup umur. 

9. Perdagangan wanita dan perdagangan 
anaklaki-laki yang belum cukup umur. 

10. Penculikan dan penahanan melawan hukum 
11. Perbudakan. 
12. Pemerasan dan pengancaman. 
13. Meniru atau memalsukan mata uang atau 

uang kertas negeri atau uang kertas bank 
atau mengedarkan mata uang kertas negeri 
atau kertas bank yang ditiru atau 
dipalsukan. 

14. Menyimpan atau memasukkan uang ke 
Indonesia yang telah ditiru atau dipalsukan. 

15. Pemalsuan dan kejahatan yang 
bersangkutan dengan pemalsuan. 

16. Sumpah palsu. 
17. Penipuan. 
18. Tindak pidana-tindak pidana berhubungan 

dengan kebangkrutan.  
19. Penggelapan. 
20. Pencurian, perampokan. 
21. Pembakaran dengan sengaja. 
22. Pengrusakan barang atau bangunan dengan 

sengaja. 

23. Penyelundupan. 
24. Setiap tindak kesengajaan yang dilakukan 

dengan maksud membahayakan 
keselamatan keretaapi, kapal laut atau 
kapal terbang dengan penumpang-
penumpangnya. 

25. Menenggelamkan atau merusak kapal 
ditengah laut 

26. Penganiayaan di atas kapal di tengah laut 
dengan maksud menghilangkan nyawa atau 
menyebabkan luka berat. 

27. Pemberontakan atau permufakatan untuk 
memberontak oleh 2 (dua) orang atau lebih 
di atas kapal di tengah laut menentang 
kuasa nakhoda, penghasutan untuk 
memberontak. 

28. Pembajakan laut. 
29. Pembajakan udara, kejahatan penerbangan 

dan kejahatan terhadap sarana/prasarana 
penerbangan. 

30. Tindak Pidana Korupsi. 
31. Tindak Pidana Narkotika dan obat-obat 

berbahaya lainnya. 
32. Perbuatan-perbuatan yang melanggar 

undang-undang senjata api, bahan-bahan 
peledak dan bahan-bahan yang 
menimbulkan kebakaran. 

Sebelum diadakan permohonan ekstradisi 
melalui saluran Diplomatik, terlebih dahulu 
harus dipenuhi 2 (dua) syarat : 
1. Harus ada subyek atau seorang yang akan 
diekstradisi. 
2. Harus terdapat kejahatan yang dapat 
diekstradisi.14  

Pada umumnya kejahatan-kejahatan berikut 
ini tidak diekstradisi : 
1. Kejahatan yang bersifat politik; 
2. Kejahatan militer, misalnya disersi; 
3. Kejahatan agama. 

Negara Republik Indonesia adalah negara 
yang berdasar atas hukum (rechstaat) dan 
bukan atas dasar kekuasaan belaka 
(machtstaat), itu berarti bahwa segala aspek 
kehidupan bernegara harus berdasarkan atas 
hukum, dan hukum itu tidak boleh memihak 
pada suatu golongan tertentu. Dengan kata lain, 
hukum itu ada untuk melindungi hak, termasuk 
hak asasi manusia (HAM) yang dari tahun ke 
tahun tetap saja ada pelanggaran yang 
berhubungan dengan hak yang paling hakiki 

 
14 I Wayan Parthiana, Loc-Cit. 
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tersebut. Kebijakan legislatif adalah suatu 
perencanaan atau atau program dari pembuat 
undang-undang mengenai apa yang akan 
dilakukan dalam menghadapi problem tertentu 
dan cara bagaimana melakukan atau 
melaksanakan sesuatu yang telah 
direncanakan.15  

Lampiran Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara 
Republik Indonesia Dan Papua Nugini 
(Extradition Treaty Between The Republic Of 
Indonesia And The Independent State Of Papua 
New Guinea). Pasal 7.Dasar Penolakan Wajib 
Ekstradisi wajib tidak diberikan dalam keadaan 
sebagai berikut:  

a. Jika tindak pidana di mana ekstradisinya 
dimintakan terkait dengan tindak pidana 
politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;  

b. Jika terdapat alasan yang mendasari bahwa 
permintaan telah dibuat untuk menuntut atau 
menghukum seseorang berdasarkan ras, 
agama, kewarganegaraan, asal-usul etnis, 
pandangan politik, atau orang tersebut patut 
diduga akan mendapatkan perlakuan tidak adil 
dan berlebihan dalam menjalani penuntutan 
atau hukuman;  

c. tindak pidana yang dimintakan ekstradisi 
adalah tindak pidana militer, yang bukan 
merupakan tindak pidana dalam hukum 
pidana umum;  

d. Jika putusan yang berkekuatan hukum tetap 
telah dijatuhkan kepada orang yang diminta 
terkait dengan tindak pidana yang dimintakan 
ekstradisi;  

e. Jika orang yang dimintakan ekstradisi, 
berdasarkan hukum di Negara Peminta, tidak 
dapat dituntut karena daluwarsa atau adanya 
pengampunan;  

f. jika keputusan pengadilan pada Pihak Peminta 
diberikan secara in absensia, kecuali bagi 
terpidana telah diberikan pemanggilan yang 
cukup atas peradilannya atau kesempatan 
untuk melakukan pembelaan.  

Hukum pidana internasional dapat 
didefinisikan sebagai berikut: Hukum pidana 
internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah 
dan asas-asas hukum yang mengatur kejahatan 
internasional. Definisi ini tentulah sangat 

 
15 Barda Nawawi, Beberapa Kebijakan Penegakan dan 
Pengembangan Hukum Pidana, PT.Citra Adyta Bakti, 
Bandung, 1998, hlm. 60.  

singkat dan umum sekali sehingga belum 
menggambarkan tentang apa sebenarnya 
hukum pidana internasional itu.16  

Meskipun definisi ini masih amat singkat dan 
umum, namun sudah menggambarkan secara 
singkat tentang apa yang dimaksud dengan 
hukum pidana internasional. Ada dua hal yang 
secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi 
ini. Pertama, hukum pidana internasional itu 
merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan 
asas-asas hukum, kedua, objek yang diaturnya 
adalah tentang kejahatan atau tindak pidana 
internasional. Disamping dua hal yang ekplisit, 
masih ada lagi hal yang secara implisit 
terkandung di dalamnya yang pada umumnya 
merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia 
ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di 
dalamnya, yakni tentang subjek-subjek dari 
hukum pidana internasional itu dan tujuan apa 
yang hendak dicapai atau diwujudkannya.17  

Tindak pidana yang dapat diekstradisikan 
haruslah sesuai dengan perjanjian ekstradisi 
antara Republik Indonesia dan Papua Nugini 
agar perjanjian ekstradisi dan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku baik di 
Negara Republik maupun di Negara Papua 
Nugini dapat memberikan kepastian hukum 
dalam pelaksanaan kewajiban masing-masing 
pihak untuk melakukan ekstradisi, termasuk 
dasar penolakan untuk melakukan ekstradisi. 
 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Pemberlakuan asas-asas hukum dalam 
perjanjian ekstradisi antara Republik 
Indonesia dan Papua Nugini diantaranya 
ekstradisi dilaksanakan terhadap setiap 
orang yang ditemukan berada di wilayah 
Pihak Diminta dan dicari oleh 
PihakPeminta untuk penuntutan, 
persidangan,atau pelaksanaan hukuman 
untuktindakpidana yang dapat 
diekstradisikan, meskipun tindak pidana 
tersebut dilakukan sebelum atau setelah 
berlakunya perjanjian ini. Tindak pidana 
yang dapat diekstradisikan adalah 
tindakan yang dihukum oleh ketentuan 
hukum kedua Pihak dengan penjara atau 
pembatasan kebebasan untuk masa 

 
16 I. Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Op.Cit. 
2006, hlm. 28-29. 
17 Ibid. hlm. 29. 
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hukuman paling  singkat 1 (satu)  tahun 
atau dengan hukuman yang lebih berat. 
Terkait dengan yurisdiksi yang mendasari 
tindak pidana, suatu tindak pidana dapat 
diekstradisikan berdasarkan Perjanjian 
ini, tanpa mempertimbangkan perbuatan 
yang dituduhkan kepada orang yang 
diminta telah dilakukan secara 
keseluruhan atau sebagian di wilayah 
pihak diminta, apabila berdasarkan 
hukum pihak diminta, perbuatan dan 
akibat yang ditimbulkannya, atau akibat 
yang dikehendaki, secara keseluruhan 
dianggap sebagai tindak pidana yang 
terjadi di wilayah pihak peminta.  

2. Tindak pidana yang dapat diekstradisikan 
berdasarkan perjanjian ekstradisi Antara 
Republik Indonesia dan Papua Nugini 
diantaranya Tindak pidana yang 
diekstradisikan adalah tindakan yang 
dihukum oleh ketentuan hukum kedua 
Pihak dengan penjara atau pembatasan 
kebebasan untuk masa hukuman paling 
sedikit 1 (satu) tahun, atau dengan 
hukuman yang lebih berat. Suatu tindak 
pidana juga merupakan tindak pidana 
yang dapat diekstradisikan, apabila tindak 
pidana tersebut meliputi suatu 
percobaan atau permufakatan jahat 
untuk melakukan, pembantuan atau 
penganjuran, pemberian nasihat atau 
pemberian kesempatan, atau penyertaan 
untuk melakukan tindak pidan dan tindak 
pidana lainnya sesuai dengan perjanjian 
ekstradisi Antara Republik Indonesia dan 
Papua Nugini. 

 
B. Saran  

1. Pemberlakuan asas-asas hukum dalam 
perjanjian ekstradisi antara Republik 
Indonesia dan Papua Nugini perlu 
memperhatikan asas-asas hukum lainnya 
seperti ekstradisi wajib tidak diberikan 
jika orang yang dimintakan ekstradisi, 
berdasarkan hukum di negara peminta, 
tidak dapat dituntut karena daluwarsa 
atau adanya pengampunan; dan 
ekstradisi dapat ditolak jika pihak diminta 
memiliki yurisdiksi atas tindak pidana 
yang dimintakan Ekstradisi sesuai dengan 
hukum nasionalnya. 

2. Pelaksanaan ekstradisi terhadap tindak 
pidana berdasarkan perjanjian ekstradisi 
antara Republik Indonesia dan Papua 
Nugini perlu memperhatikan bahwa 
seseorang tidak akan diekstradisikan jika 
kejahatan yang dimintakan ekstradisinya 
itu merupakan kejahatan politik atau 
yang karena keadaan di mana kejahatan 
yang diduga telah dilakukan atau telah 
dilakukan itu, merupakan kejahatan yang 
bernuansa politik. Jika timbul persoalan 
apakah suatu perkara merupakan 
kejahatan politik atau kejahatan yang 
bersifat politik, maka keputusan pejabat 
yang berwenang dari pihak diminta akan 
bersifat menentukan.  
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